
 

BAB IV 

PENUTUP 

4.1​Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran United Nations 

Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) sebagai 

rezim internasional dalam menurunkan emisi karbon di Indonesia 

berdasarkan Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC) 

2022. Berdasarkan analisis terhadap dokumen resmi, literatur 

akademik, laporan kebijakan, serta wawancara dengan kelima 

narasumber, diperoleh beberapa kesimpulan utama sebagai berikut, 

menurut teori liberalisme institusionalis dan pendekatan rezim, 

UNFCCC telah berhasil membentuk rezim internasional yang 

menyediakan prinsip, norma, aturan, dan prosedur bersama dalam 

menghadapi krisis iklim global, yang kemudian diwujudkan dalam 

kerangka hukum seperti Paris Agreement dan mekanisme pendanaan 

iklim seperti GCF dan JETP. 

Indonesia menunjukkan komitmen terhadap rezim ini melalui 

peningkatan target penurunan emisi dalam Enhanced NDC 2022 serta 

keikutsertaan aktif dalam forum COP. Namun, terdapat kesenjangan 

yang signifikan antara komitmen internasional dan implementasi 

kebijakan domestik, seperti keberlanjutan proyek PLTU dan 

lemahnya pendanaan energi bersih. 

Fungsi koordinatif dan evaluatif UNFCCC, seperti Global 

Stocktake dan Enhanced Transparency Framework, memberikan 

tekanan positif kepada Indonesia untuk menyelaraskan kebijakan 

iklim, namun belum cukup efektif untuk mendorong reformasi 

struktural di tingkat nasional. 

Kritik dari aktor non-negara seperti aktivis dan NGO menunjukkan 

bahwa partisipasi masyarakat sipil masih terbatas, sementara 

akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan komitmen iklim 

belum optimal. Forum internasional seperti COP29 juga dinilai masih 
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gagal menciptakan hasil konkret yang setara dengan urgensi krisis 

iklim. 

Oleh karena itu, UNFCCC sebagai rezim internasional memiliki 

pengaruh normatif dan simbolik yang penting, namun efektivitasnya 

dalam mendorong perubahan substansial di Indonesia sangat 

tergantung pada faktor domestik seperti political will, tata kelola 

lintas sektor, dan keberpihakan terhadap energi bersih. 

 

 

4.2​Saran 

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan, berikut 

adalah beberapa saran yang ditujukan kepada berbagai pemangku 

kepentingan. Bagi pemerintah Indonesia, perlu mengintegrasikan 

dokumen NDC ke dalam regulasi nasional agar memiliki kekuatan 

hukum yang mengikat dan menjadi acuan lintas sektor. Selain itu 

perlu adanya realokasi subsidi energi dari energi fosil ke energi 

terbarukan untuk memastikan dukungan fiskal yang memadai dalam 

transisi energi bersih. Peningkatan transparansi dan akses publik 

terhadap pendanaan iklim, termasuk pelaporan penggunaan dana 

GCF dan JETP juga diperlukan secara berkala. Yang tidak kalah 

penting, pemerintah perlu memperkuat ruang partisipasi publik, 

termasuk melibatkan masyarakat sipil dan komunitas lokal dalam 

proses penyusunan dan evaluasi kebijakan iklim. 

Bagi UNFCCC dan rezim internasional, perlu memperkuat 

mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih tegas dan mengikat, 

khususnya terhadap negara-negara berkembang yang menghadapi 

tantangan struktural. Selain itu, perlu adanya peningkatan inklusi 

aktor non-negara dalam forum pengambilan keputusan agar lebih 

demokratis dan responsif terhadap kebutuhan komunitas terdampak 

iklim. Distribusi pendanaan transisi energi kepada negara 

berkembang, dengan prosedur yang lebih sederhana, adil, dan 

transparan juga perlu dipercepat. 
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Bagi masyarakat sipil dan akademisi, perlu terus mengkritisi dan 

memantau komitmen iklim nasional, serta mendorong integritas 

dalam proses transisi energi. Selain itu, perlu adanya peningkatan 

terhadap kolaborasi lintas sektor (akademisi, media, komunitas) 

untuk mengedukasi publik dan memperluas kesadaran kolektif akan 

urgensi aksi iklim berbasis keadilan. 

Dengan demikian, keberhasilan UNFCCC sebagai rezim 

internasional tidak hanya bergantung pada kekuatan norma dan 

prosedur yang diciptakan di tingkat global, tetapi juga pada 

keseriusan negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia, dalam 

menginternalisasi komitmen tersebut secara konkret dan 

berkelanjutan di dalam kebijakan nasional mereka. 
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